PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERIA

RADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Memmbang

Mengingat

&l

L=

BUPATI MUARA ENIM,

hahwi sesual ketentuan Pasal 114 ayat (") Keputusan
TPresiden Republik Indenesia Nomer 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, [Pungsi, Kewenangan,  Susunan
Orpanisasi, <an Tata Kerja Lembaga Pemerintalh  Mon
Departemen, hahwa sphagian  tugas pemerintaban Yang
dilakzanakan oieh BEEEN di dacrah letap dilaksanakan oleh
pemerintal, dan secara bertahan sesuai dengan kebutuhan
dialibkan kepada Pemerintah Daerah gogual  GETIEAN
ketentuyan peraturan  perundang=undangan  Yang berlaku
selambat-lamnbatnya sampai  dengan 31 Desember 2003
cesyunl kesiapan masing-masing Daerah;

hahwe  dalam  rangka  pefaksanaan  Otonomi Daerah.
khususnya pelaksanaan  kewenangan  bidang lLeluarga
Serencana den Pembangunan Keluarga Sejahiera FKahupaten
Vuara Enim telah siap untul melaksanakannyas

haliwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana i maksid
huruf 8 dan b perly menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Muara Enim tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Radan Keluargz Berencana Daerah Kabupaten Muara Enim,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 185589
tentang Pembentukan Daerah Tinghkat 11 dan Katapraja di
Gummiera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 1852 Nomor 73, Tambahan Lembaran MNegars
Republik Indonesia Nomor 1821

-

Undapg=-Undang Republik Indoensia MNomor *'.-:.’ Tahun 1854

tentang Pemerintzhan Daerah (Lembaran MNegara R.__,_;-h__,,
indonesia Tahun 1999 Nomer 60, Tambahan Lemba
Negara Republik Indonesia Nomor 383t -
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Lnoang—undang Kepublik Indonesia Nomeor 25 Tazhun 1000
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemesrintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1604
Nomer 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomnr 3848

Undang-undang Eepublik lndonesia Nomor 43 Tahun 1800
tentang Ferubzhan Afas Undang-undang Republik [ndonesia
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalen
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomoar
165, Tambahan Lembaran Negara Fepuhlik Indonesia Nomor
SE20);

Feraluran Pemerintah Republik Indonssiz Nomor 25 Tahun
240 tentang  Kewenangan Pemerintah  dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerall Ctonom (Lembaran Negara
RHepublik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952

Feraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2000 tenlang  Pedoman  Organisasi Psrangkat  Daerah
(Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
165k

Kepurusan Presiden Republik Indanesia Nomor 44 Tahun
1889 tentang Teknik Penvusunan Peraturan Perundang-
undangan  dan  Bentuk  Rancangan Undang—undang,
Kancangan Peraturan Pemerinah dan Eancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1900
Nomor 70)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun
2001 fentang  Kedodukan, Tugas, Fungsi, Mewenangan,
Susunzn Organisasi, dan Tata [{erja Lembaga Pemerintah
MNon Departemen

Dengan Persetujuan

DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERIA BADAN KELUAKGA

B

ERENCANA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BARB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang i malksud dengan :



2. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim,

h. Pemerintah Dasrah adalah Pemerintal Kabupaten Muara Enim.

¢. Bupati adalah Bupati Muara Enim,

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Muasra Enim vang selamutnya di sebut PRI

e, Sekretaris Daerah adalah Selkretaris Daerah Kabupaten Muzra Frim.

. Badan Keluarga Berencana Daerah adalah merupakan Lembaga
Teknis Daeran Kabupaten Muara Fnim.

g felompok Tabalan Fungesional adalah Pegawai Negeri Sipil vang f
beri tugas, wewenang dan hak secars penuh oleh pejabat vang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya
dalam ranghka menduboung lugas pemerintahan.

BAB T1
PEMBENTUKAN

Hasal 2

Dengan  Peraturan Daerah o thbentulk Badan Keluarza Berencana
Daerah Kabupaten Muara Enim

BAB I11
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pagal 3

(1) Badan Keluarga Berencana Daerah merupakan  unsur  ponunjang
Pemerintah Dacrab di bidang Reluargs Berencana dan Pembangunan
Keluarga Sejahlera.

(2) Badan Keluarga Berenicana Daersh di pimpin oleh seorang Kepala
vang berada di bawah dan berlanggune Jawab kepada Bupati melalu
Sekretaris Dacrah.

Pasal 4

Badan Keluargs Berencana Dasrah mempunyar tugas melaksanskan
urusan  rumah  tansga  daerah dalam bidang Keluarga Berencana,
berupava menumbubkan dan meningkatkan kepedulian dan peran serts
masyvarakat unfuk memberdayakan keluarga, melalui pendewasaan usia
kawin, pengaluran kelahiran, pemiinaan  ketahanan  kelparga  dan
pemngkatan keseljaliteraan keluarea untuk terwujudnya kelemhagaan dan
rermbudayaan Norma Keluarea Fesil Hahagin dan Sejahters.

Pasal §

Untuk menvelengeairakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 2
Badan Keluarga Berencana Daerah rmempsnyai funes: |



h.

(1)

Pelaksanaan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas bidang
Meluarga Berencana dan Eeluarga Sejahtera:

Penvelengearaan program pemberdayaan keluaria:

Penvelenggaraan program kesehatan reproduksi remajas
Penvelenggaraan  program  Keluargs Berencana  dan  Kesehatan
Reproduksis

Penvelenggaraan Program penguatan  kelembagaan dan  jaringan
|{E‘I1lﬁl‘gﬂ Berencana serts pErsencanaan Irograin clztn AINELEAT AT
Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah,
L5M, Swasta dan Masyarakat dibidang Keluarga Herencana dan
eluarga Seiahtera;

Pelaksanaan pembinaan dan pelavanan administrasi umum dihidang
lietata usahazn, organisasi tatalakssna, kepegeawaian, keuangan,
perienghkapan dan rumah tanggas dibidang Kelvarga Berencana dan
[eluarega Seahisra;

Pelaksanaan lugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BARB IV
SUSUINAN ORGANISASI

Pasal B
Badan Kelusrga Berencana Daerah terdin dam |

4. Kepala Badan ;

n. Sekretarial. terdivi dari =

1. Sub Bagian Perencanaan |
. Sub Bagian Umum
Sulr Bagian Keuangan.

I

r, Bidang Informasi Keluarga, terdiri dari ¢
1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pensolahan Data |
4. Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Program
4. Sub Bidang Pelaporan dan Program.

d. Bidang Kelvarga Berencana, terdirt dar :
1. Sub Bidang laminan dan Perlindungan Hak-hak Heproduksi ;
2. 5ub Bidang Pelavanan Keluarga Berencana |
3. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.

g, idang Keluarga Sejahtera, terdin dari @

1. Sub Bedang Bina Ketahanan Keluarga ;

2. 5ub Bidang Kelahanan Ekonomi Keluargs :

3. Sub DBideng Advokasi Komunikast informasi Edukasi |
2. Huby Bidang Pembinaan Institusi Masvarakat,



i Kelompok Jabatan Fungsional.

(2%  Bagan Strukiur Organisasi Badan Keluarga Berencana [Daerah
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini,

Pas=sal 7

Pads Badan Keluarga Berencana Daerah dapat di hentuk Eelompok
Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
TATA KERIA

Pasal B

Dalam  melaksanalkan  fugasnya Kepala Badan dan pimpinan  satuan
nrganisasi serla kelompok jabatan fungsional wajik menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-

masing maupun antar Lembaga Teknis Dacrah.
FPasal 9

Setiap  pimpinan  satuan  organisasi wajib mengawasi  bawahannya
masing-masing, mengkoordinasikan hawahannva dan  memberikan
himbingan serta netunjuk-petuniuk bagi pelaksanaan tugas bawahannva
dan hila lerjiadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah AN
dengan peraturan yang herlakis.

Pasgal 1{)

Setiap mimpinan  satuan organisasi wajib mengikuli dan memaluhi
petunjuk-petunjul dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing

ceria menyampaikan laporan berjenjang.

BaAaDB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Daerah
dan hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenal pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjul dalam
Keputusan Bupati.

Pasal 12

Denean berlakunva Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan ¥Yang
bertentangan dan / atau tidak sesual dengan Peraturan Daerzh ol
dinvatalean tidak berlakuw.



~ -
Fasal 13
Feraturan Daecab o mulal berlaku pada {anggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinva,  femenntahkan pengundangai
Peraturan Daerzh ini, dengan penempatannyva dalam Lembaran Daerah
E

Kabupaten Muars Enim.

Ditetapban di  Muara Enim
pada tanggal 11 ¥Yopember 2002

RUPATI MUARA ENIM

# |
*_1]-""‘- L e

™ |
AHMAD SDF‘:IA_N EFFENDIE
Dhundangkan di  Muaras Enim
pada tznggal 11 Sopeober 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN: ° g

MUARA ENIM

MUHAMMAD AKIP YOENOQES

LEMEAEAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR  4p SeriD



